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ﬁagkﬁcsinajnbungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil dan
%@i@al.ﬂumuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang
=z g_ 'C L;
“ﬁc@ku@ besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk
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angfunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri,
tu pafak. Secara ekonomi, pemungutan pajak merupakan penerimaan negara yang

unakaﬁ untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat (Mulyo Agung, 2007). Taraf

Susugzdueur s

up majsyarakat akan meningkat diperlukan anggaran yang selalu meningkat pula. Hal ini

at dilihiat dari besarnya anggaran pemerintah Indonesia untuk tahun 2016. Belanja Negara

alam APBN 2016 sebesar Rp 2.095,7 Triliun meningkat dari tahun 2015 yang sebesar Rp

3 p—

39,5 Triliun. Sedangkan tahun 2017 Belanja Negara dalam APBN dianggarkan sebesar Rp
80,5 riliun (www.kemenkeu.go.id).
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Sekarang ini pajak merupakan sumber penerimaan yang dominan dalam struktur

=>Jo

ggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lebih dari 80 persen penerimaan berasal
dari sektor pajak pada 2 tahun terakhir. Pemerintah mentargetkan penerimaan pajak 2016
sebesar =n565,8 triliun rupiah atau 86,12 persen dari seluruh penerimaan negara dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (ABPN) 2016. Sedangkan untuk tahun 2017

penerima:an pajak ditargetkan sebesar Rp Rp1.498,9 triliun (www.kemenkeu.go.id).
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Pendapatan negara dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, namun

demikianrpeluang untuk terus ditingkatkan di masa yang akan datang terbuka lebar karena

—

spatensinya belum digali secara optimal. Untuk menggali penerimaan negara dari sektor

Riele)

pajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan

ntah.

Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan.
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er§|f|kasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan

>3
«Q -

erimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang
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ama |m belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial
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ncg)ml;politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar
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aknya Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan
paJakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi Wajib Pajak seperti sunset policy

erti pada tahun 2008.

]

Démikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya

amnesty atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek

wy)! eA4ey uesi

ak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di
r neg;rl sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah Wajib Pajak.

onesia pernah menerapkan Amnesti Pajak pada tahun 1964 dan 1984. Seperti yang
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iketahuih bahwa pada 1964 Indonesia masih dapat dikatakan negara muda yang baru

eJod

dmerdeka.,'Dengan demikian, Indonesia masih belum memiliki sistem pencatatan yang
mumpunt untuk melakukan program pengampunan pajak.
Kegagalan yang hampir serupa juga terulang kembali pada 1984. Perubahan

dalam system assessment dari official assessment atau besarnya jumlah pajak diatur oleh

pemerintah menjadi self assessment atau besarnya jumlah pajak ditentukan oleh Wajib Pajak
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itu sendiri tanpa disertai adanya pembangunan dalam sistem perpajakan justru mengakibatkan

kegagalamdalam penerapannya (www.republika.co.id).

Kesukarelaan para subjek pajak untuk berbondong-bondong mendaftarkan

ayaariya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya merupakan kunci dari keberhasilan

Brow Riese)q -y

m%d!a TH

gkam 7itu. Kesukarelaan para subjek pajak untuk melaporkan kekayaan sesuai dengan
si realitas yang ada tersebut muncul bukan tanpa alasan.

Kondisi tersebut muncul akibat bocornya dokumen Panama Papers. Setidaknya, ada
individu dan perusahaan di Indonesia yang tercatat dalam dokumen tersebut. Namun,

an bocornya dokumen Panama Papers tersebut belum tentu dapat langsung dijerat
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n Undang undang Perpajakan. Menteri Keuangan ketika itu Bambang Brodjonegoro

n} eABey yrBnias §@e ueibeqeq din
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vrm‘;mmta Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiateadi untuk mencocokkan dokumen Panama
ers dengan data yang didapat dari otoritas pajak negara-negara maju kelompok G-20.

Hasil investigasi tersebut membuahkan hasil dibuatnya Undang-undang pengampunan

ak nomor 11 Tahun 2016. UU tersebut mendukung pemerintah untuk meningkatan

Uy wndeousw edu 1ul

erimaan negara berupa pajak dengan cara melonggarkan aturan agar uang rakyat

onesia yang ada diluar negeri dapat masuk kembali ke Indonesia. Dengan terpampangnya

ugiep
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a—nama Wajib Pajak tersebut akibat bocoran Panama Papers disertai dengan UU no 11

ahun 2026 yang menjadi cikal bakal dari Pengampunan Pajak (www.republika.co.id).

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah

:Jaquins u;wmq%ua
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Dmenerapkan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty kembali. Bila kita melihat saat
diterapkgnnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak
yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana

kebijakam ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta


http://www.republika.co.id/
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kalangan usaha. Meskipun belum mampu memuaskan semua pihak tetapi kebijakan yang

lebih dikenal dengan nama Sunset Policy ini telah menimbulkan kelegaan bagi banyak pihak.

Pada tanggal 1 Juli 2016, telah disahkan Undang-Undang tentang Pengampunan
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ak atat Amnesti Pajak, yang sebelumnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DP/R-RI

nggal 28 Juni 2016, sebagai Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang
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mpunan Pajak. Kebijakan tersebut mulai berlaku tanggal 18 Juli 2016 dan berakhir
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1 Maret 2017. Adapun uang tebusan atau repatriasi untuk harta yang baru dilaporkan

& 1bu

I 2 persen dari nilainya jika dilaporkan pada 1 Juli sampai dengan 30 September 2016.
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dllaporkan pada Oktober-Desember 2016, repatriasi 3 persen, sedangkan Januari-
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2017 naik menjadi 5 persen. Laporan atau pengurusan pengampunan pajak dilakukan
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“dirkantor: pajak sesuai dengan yang tertera di Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

auad

i3

sing- masmg Wiajib Pajak.

Dalam pelaksanaannya, implementasi perpajakan di Indonesia masih mempunyai

r@.leauaw ed

erapa-permasalahan. Pertama, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah. Kedua, masih
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dahnya kepercayaan kepada aparat pajak dan berbelitnya aturan perpajakan. Setelah

guep

erlakukannya Amnesti Pajak pada tanggal 18 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017, diharapkan

@Aua

dapafan negara dari pajak pada tahun 2016 dan 2017 dapat mencapai target. Pada
d|rjer’: Pajak No. 11 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 3 disebutkan bahwa nilai wajar yang

porkan oleh Wajib Pajak dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) tidak dilakukan pengujian
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Datau koreksi oleh Direktorat Jendral Pajak; yang berarti bahwa nilai wajar harta ditentukan
olen Wajib Pajak dan dilaporkan tanpa ada pemeriksaan lebih lanjut oleh DJP karena
dilindungi oleh Peraturan Dirjen Pajak.

Déngan diberlakukannya pasal tersebut, Wajib Pajak dapat dengan bebas menentukan

nilai aséf yang akan dilaporkan tanpa mempertimbangkan nilai wajar daripada aset itu
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tersebut. Hal ini dapat menyebabkan manipulasi nilai aset yang akan berpengaruh terhadap

penerimaar) atas tebusan Amnesti Pajak.

Penerimaan negara dari program pengampunan pajak atau tax amnesty yang

dinppuad e

arapkan belum mampu membantu mendorong penerimaan perpajakan memenuhi target

swHlelenq |

e

P 2016. Realisasi pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan hanya Rp

i
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Spun i)

28 6 trliun pada 2016, atau 83,4 persen dari target APBN-P 2016 yang mencapai Rp

dm,un.g/{ue

53 2 teiliun.

H'fngga 31 Desember 2016 lalu, uang tebusan program tax amnesty mencapai Rp 107

as neje albe
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Angka inilah yang masuk ke dalam kas negara dan mendorong penerimaan pajak non
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na5|onal. Realisasi penerimaan perpajakan 2016 terdiri dari penerimaan pajak non

imig as Rp 1.069 triliun, atau 81, persen dari target Rp 1.318,9 triliun di APBN-P 2016.
iﬁé}nentara itu, penerimaan PPh migas Rp 35,9 triliun, atau 98,8 persen dari target Rp 36,3
;}rélun dizAPBN-P 2016. Adapun penerimaan negara dari sektor Bea dan Cukai mencapai Rp
gzlg@,? trdiun, atau Rp 97,2 persen dari target Rp 184 triliun di APBN-P 2016.
g(@tp //bisniskeuangan.kompas.com/read/2017/01/03/174500326/meski.ada.tax.amnesty.pene
%l%aan pajak tak.capai.target.di.2016).

E fz; Déngan adanya Amnesti Pajak dalam perpajakan di Indonesia, maka peneliti untuk

ngaml;il judul penelitian “ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK PADA

4
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NTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SETIABUDI IV TERHADAP

Jayun

eJo

DKEPATUHAN WAIJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK”

Identifikasi Masalah
Bérdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka terdapat

beberapa hal yang dapat diidentifikasikan sebagai masalah, antara lain:

L=. Apakah pelaksanaan Amnesti Pajak serupa dengan sunset policy pada tahun 20087
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2. Apakah dengan adanya Amnesti Pajak dapat meningkatkan efektifitas penarikan
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@set yang belum terdaftar dari dalam maupun luar negeri yang belum terkena

I
= pajak?

©
35 Bagaimana pelaksanaan Amnesti Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
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5% %;é 2 Setiabudi IV?
o = o = 9 w
© x320° 5 = . . ..
; oD o o 4Z Apakah dengan pelaksanaan Amnesti Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib
o 3 % 8_ = (0]
c S EQ 3 =pa
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gi ®c c 55 Apakah dengan terlaksananya Amnesti Pajak jumlah penerimaan pajak dapat
- g - W0 a W
o 332 g 3
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=52 53 3 mencapai target di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi 1\V/?
5 3 c n
Q o T I C
583873 .8
= 5 25 © 65 Apakah nilai aset yang dilaporkan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak
O oy 3 —
3 5% 3
s 5% = Pratama Setiabudi IV sudah sesuai dengan nilai wajar yang beredar di pasar?
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tasan §/Iasalah

2

% Dari beberapa masalah yang diidentifikasi, maka penulis memberikan batasan
(0]

masalahnya mengenai :

1. Apakah dengan pelaksanaan Amnesti Pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib

PaJak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV?

Innsuj

2= Apakah dengan terlaksananya Amnesti Pajak dapat meningkatkan penerimaan

)
gWajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi 1\VV?
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D. BatasarrPenelitian
=3
@rdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis
mengidegtifikasikan batasan masalah sebagai berikut :

ﬁrdasarkan aspek objek, pengamatan pada Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan

F§jak Pratama Setiabudi IV.

3| uepy )
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2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian ini dilakukan pada periode Amnesti Pajak 18 Juli

2016 sampai 31 Maret 2017 .

1

u
Péhelitian ini menggunakan data yang di peroleh langsung dari Kantor Pelayanan

;2

a Pajak Pratama Setiabudi IV periode Amnesti Pajak 18 Juli 2016 sampai 31 Maret
3 - 3

2 % 2017.

=2 m

38 2

52 O

Rurgusan Masalah

® © £ Berdasarkan pada fenomena yang disajikan di atas, peneliti dapat merumuskan
g2 =

glﬁasalu%.h sebagai berikut : “ANALISIS PENERAPAN AMNESTI PAJAK PADA
>0 g o

E @AN%OR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SETIABUDI IV TERHADAP

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK”

juan Penelitian

YAy exirewdolul

Suai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk :

0

S

D

Uhtuk mengetahui apakah pelaksanaan Amnesti Pajak dapat meningkatkan tingkat

kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi 1V.

N

lzltuk mengetahui apakah pelaksanaan Amnesti Pajak dapat berpengaruh secara

=
signifikan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi

w
V.
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. Manfaat Penelitian

1. Bfiskus

u
Dapat memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi 1V
0,

©
khtisusnya dalam menentukan strategi dan langkah-langkah guna meningkatkan

Ir =
= pemérimaan pajak, khususnya melalui Amnesti Pajak.
oD
- o]
¥ =
S
2§Ba§i masyarakat akademik
§Peﬁelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu bahan bacaan untuk menambah
o @3
@ wawasan pengetahuan dan sebagai sumber informasi mengenai Amnesti Pajak, Kantor
S o
§Pe§yanan Pajak dan Penerimaan Pajak.
Qo =2
E)
3
=

3. Bagi penulis
A

P%nulis berharap dengan penelitian ini dapat menambah wawasan atas perpajakan
2
khiisusnya pada Amnesti Pajak.
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